
  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERAT JRAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR £Z TAHUN 1969 

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN EKCNOMI DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATEN GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

.bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1969 tentang 

Perusahaan Daerah Pembangunan Ekonomi Daerah 

Kabupater. Gorontalo sudah tidak relevan lagi dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, 

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

1969 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan 

Ekonomi Daerah Kabupaten Gorontalo, 

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara - Republik 

Indonesia Nomor 1822),
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400), 

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

2#epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679), 

  

  
AS Iskpof ASji P WABUP 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dat: II Gorontalo dari 

Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 3147), ) 

10.Perati:ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036), 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

Menetapkan: 

dan 

BUPATI GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN 

DAERAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN 

GORONTALO. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1969 tentang 

Perusahaan Daerah Pembangunan Ekonomi Daerah 

Kabupaten Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.
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Pasal 2 

Peraturan Duerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

, 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

JAH U. TAYEB 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 2 

      

     

  In salinan aslinya 

IAN HUKUM 

    

H. MAT BULOTO, SH 
NIP. 19780805 199303 1 006 

  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO : (2/2/2018)
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 1969 

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO 

. UMUM 

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi secara yuridis 

terhadap pengaturan BUMD yang selama ini telah ada di Indonesia. Jika 

dicermati pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, secara khusus 

mengatur berkenaan dengan BUMD pada BAB XII terdiri dari 12 Pasal, 

dimulai dari Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 serta tersebar di beberapa 

pasal, seperti BAB ! Ketentuan Umum Pasal 1 angka 40), yang memberikan 

pengertian tentang BUMD, serta beberapa pasal yang menjadi sangat 

penting dicermati terkait dengan keberadaan BUMD, seperti Pasal 134 ayat 

(1) huruf c, 188 ayat (1) huruf c, 298 ayat (5) huruf c, 304 ayat (1) dan (2), 

320 ayat (2) huruf g, 402 ayat (2), 405 dan Pasal 409. 

Oleh karena itulah Pemerintah Daerah mengambil langkah inisiatif 

dan kebijakan untuk membentuk badan usaha baru sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dan membubarkan perusahaan daerah yang sudah berdiri sejak lama 

yang dalam perkembangannya tidak banyak meraberikan kontribusi 

kepada daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah Dacrah Pembangunan 

Ekonomi Daerah Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan pencabutan.



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPAREN GORONTALO NOMOR 

   


